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b. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara lisan
atau secara tertulis.

¢. Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara serempak atau anggota demi
anggota.

Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sckaligus merangkap
sebagai ketua formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur dapat dilakukan
dengan cara musyawarah dan mufakat, atau dilakukan dengan cara pemungutan
suara dengan asas langsung, bebas dan rahasia dari para peserta musyawarah
yang bersangkutan yang memiliki hak suara, yang diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN
PERGANTIAN ANTAR-WAKTU
Pasal 36
Masa Jabatan
Masa jabatan kepengurusan Kadin ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun.

Khusus untuk jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Ketua
Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota, dapat dipilih hanya dua kali, baik berturut-turut maupun tidak
berturut-turut, terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987
tentang Kamar Dagang dan Industri.

Anggota Dewan Penasechat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus tidak
boleh merangkap jabatan pada :

a. Dewan Pengurus di tingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda.
b. Dewan Penasehat di tingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda.

¢. Dewan Pertimbangan di tingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda.
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(4) Masa jabatan  kepengurusan baru  hasil  Munaslub, Muprovlub/
Mukablub/Mukotalub masing-masing adalah masa jabatan tersisa dari masa
jabatan kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 37
Pendelegasian Wewenang
Pendelegasian wewenang Dewan Pengurus:

a. untuk Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan Xadin Provinsi:
jika Ketua Umum berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak
dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi yang bersangkutan yang
ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk
jangka wakiu tersebui.

b. untuk Dewan Pengurus Kabupaten/Kota:
jika Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab fidak dapat
menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil

Ketua yang ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua uniuk
jangka waktu tersebut.

Pasal 38
Pergantian Antar-Waktu
(1) Pergantian antar-waktu Dewan Penasehat:

a . Jika Ketua Dewan Penaschat Kadin Indonesia /Provinsi/Kabupaten/ Kota berhalangan
tefap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan
kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua
digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan dalam dan oleh Rapat Dewan
Penasehat masing-masing yang diagendakan untuk keperluan fersebut.

T Tlra
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b. Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan
Penasehat, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan
ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pleno Dewan Penasehat yang bersangkutan
yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan.

¢. Tindakan yang dilakukan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b harus diberitahukan kepada Dewan Penaschat yang tingkat
organisasinya lebih tinggi, Dewan Pengurus pada tingkat yang bersangkutan,
dan kepada Dewan Pengurus yang organisasinya setingkat lebih tinggi untuk
disahkan dan dikukuhkan, serta dipertanggungjawabkan kepada Munas/
Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.

(2) Pergantian antar-waktu Dewan Pertimbangan:

a. Jika Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia /Provinsi/Kabupaten/Kota berhala-
ngan fetap dan/atau Karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atan
menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan
Ketua digantikan oleh salah scorang Wakil Ketua yang difetapkan dalam dan oleh Rapat
Dewan Perfimbangan masing-masing yang diagendakan untuk keperluan tersebut.

b. Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan
Pertimbangan, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan
dan ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan yang
bersangkutan yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu sclambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan.

c. Tindakan yang dilakukan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b harus diberitahukan kepada Dewan Pertimbangan yang tingkat
organisasinya lebih tinggi, Dewan Pengurus pada tingkat yang bersangkutan,
dan kepada Dewan Pengurus yang organisasinya setingkat lebih tinggi untuk
disahkan dan dikukuhkan, serta dipertanggungjawabkan kepada Munas/
Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.

(3) Pergantian antar-waktu Dewan Pengurus:

a. Jika Ketua Umum/Ketua  Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/

Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat
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menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan
kepengurusan berakhir, sedangkan sisa masa jabatan Ketua Umum Dewan
Pengurus Kadin Indonesia atau Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus
Kabupaten/Kota masih lebih dari separith masa jabatan satu periode, maka untuk
mengisi jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia atau Provinsi dan
Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dilakukan melalui Munas/
Muprov/ Mukab/Mukota.

b. Jxka sisa masa Jabatan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus Kadin Indonesia/
Provinsi/ Kabupafenﬂ{ota sebagaimana dimaksud butir a di atas kurang dari
separuh masa jabatan satu periode, maka jabatan Ketua Umum Dewan
Pengurus Kadin Indonesia atau Provinsi digantikan oleh salah seorang Ketua
atau Wakil Ketua Dewan Penasehat/Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pertim-
bangan/Wakil Ketua Umum Kadih Indonesia/Kadin Provinsi, sedangkan
jabatan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota digaritikan oleh salah seorang
Ketua/Wakil Ketua Dewan Penasechaf/Ketua atau Wakil Ketua Dewan

P Pertimbangan/Wakil Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, yang
masing-masing ditetapkan oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus masmg~
masing yang diagendakan untuk itu.

c. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud huruf a
dan b diberitahukan kepada Dewan Pengurus yang tingkat organisasinya
setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, dan kepada Dewan
Pertimbangan pada tingkat organisasi yang bersangkutan, serta dipertang-
gungjawabkan kepada Munas/ Mtiprov/ Mukab/Mukota yang bersangkutan.

(4) Anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus yang tidak lagi berfungsi
sebagai pengusaha atau berpindah domisili usaha atau tugasnya (untuk pejabat
BUMN dan BUMD) wajib melepaskan jabatannya sebagai anggota Dewan
Pertimbangan dan Dewan Pengurus,'dan selanjutnya akan digantikan oleh yang
lain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

(5) Jika masa jabatan pengganti Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia/
Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat
(1) lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka masa jabatan Ketua

Umum/Ketua Dewan Pengurus pengganti tersebut dianggap satu periode.
BABIX ...
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BAB IX
PERBENDAHARAAN
Pasal 39
Sumber Dana

(1) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:
a. Uang pangkal dan uang iuran anggota;
b. Sumbangan anggota,
c. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat; dan
d. Usaha-usaha lain yang sah.

(2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan
Peraturan Organisasi yang disepakati dalam Rapimnas dan ditetapkan dengan
Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 40

Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan

Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas pengawasan
penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organ,

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 41
Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan
berdasarkan ketetapan Munas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (8) huruf a atau

Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.

Pasal 42 ...
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Pasal 42
Pembubaran Organisasi

(1) Pembubaran organisasi harus melalui Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal
19 ayat (1} huruf b dan ayat (2) huruf b.

(2) Jika organisasi dibubarkan maka Munassus sekaligus menetapkan penghibahan
dan/atau penyumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan-badan
sosial dan/atau yayasan-yayasan tertentu.

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 43

(1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

(2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran
Dasar disahkan oleh Munas/Munassus.

BAB XII

PERATURAN ORGANISASI DAN PENGESAHAN
Pasal 44

Peraturan QOrganisasi

(1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Organisasi dalam bentuk keputusan yang
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang isinya tidak boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan

dipertanggungjawabkan pada Munas.
(2) Dalam ...
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Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda,
maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan
adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan
Industri, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas/
Munaslub/Munassus, Keputusan Raf)inmas, Keputusan Dewan Pengurus Kadin
Indonesia, keputusan Muprov/Muprovlub, keputusan Rapimprov, Keputusan
Dewan Pengurus Kadin Provinsi, Keputusan Mukab/Mukablub/Mukota/
Mukotalub, Keputusan Rapimkab/Rapimkota, dan Keputusan Dewan Pengurus
Kadin Kabupaten/Kota.

Pasal 45
Pengesahan

Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran
Dasar yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia
tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 28 Januari 1988; Munas Kadin
yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 17
Desember 1988; Munassus Kadin pada tanggal 7 Juni 1994 di Jakarta yang
disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1996; Munassus Kadin
tanggal 30 November 1999 yang disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 61
Tahun 2000; Munassus Kadin tanggal 17 Desember 2003 yang disetujui dengan
Keputusan Presiden No. 14 tahun 2004; Munassus Kadin tanggal 8 Juni 2005 di
Jakarta serta diubah/disempurnakan dan disahkan dalam Munassus Kadin 2006
pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan Pesiden
Nomor 16 Tahun 2006; Munassus Kadin tanggal 23-25 April 2010 di Jakarta.

Seluruh Anggota Kadin bersepakat menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini
diberlakukan setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia
mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan dan disahkan dalam Munassus Kadin
pada tanggal 23 -25 April 2010 di Jakarta.
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BAB XIlI
ATURAN PENUTUP

Pasal 46

(1) Sejak diberlakukannya Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat

(2

(2), maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Dasar
ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar sefiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia
diperintahkan untuk mengumumkan dan/atau menyebarluaskan Anggaran Dasar
ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.
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